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Islam Transnasional dan Ancaman Radikalismedi Kota Jayapura, Papua:  









This paper will explore transnational Islam in Papua. Before doing that, the author 
will review previous study and discourse on transnational Islam and followed by describing 
its development in Asia and Indonesia briefly. Afterwards, it will discuss the presence of 
transnational Islam, such as Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) and Salafy of Jafar Umar Thalib 
(JUT) in Jayapura that have created tension and hostilities within Muslims communities, as 
well as toward non-Muslim. No doubt, both organisations have tried to promulgate or 
disseminate radical Islamic teaching through dakwah and other acitivities that threaten Papua 
Land of Peace (Papua Tanah Damai). As a result, their presence have gotten resistance from 
some Islamic mass organisations and non-Muslims. This paper is intended to explain their 
presence, their activities, including their radical teaching. In addition, this working paper will 
reveal tensions between both groups and Muslim communities, especially Nahdhatul Ulama 
(NU), and non-Muslims, as well as the impact toward peace and religious tolerance in 
Jayapura, the main city, in Papua. 
 
Kertas kerja ini akan mengeksplorasi Islam Transnasional di Papua. Sebelum melakukan hal 
tersebut, penulis akan mereview kajian terdahulu dan diskursus Islam transnasional dan 
diikuti oleh deskripsi perkembangannya di Asia dan Indonesia. Setelah itu, ia akan 
mendiskusikan kehadiran Islam transnasional, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and 
Salafy of Jafar Umar Thalib (JUT) di Kota Jayapura, yang telah menciptakan ketegangan dan 
permusuhan di dalam komunitas Muslim. Tidak diragukan, kedua gerakan tersebut telah 
menyebarluaskan pengajaran Islam radikal melalui dakwah dan juga aktivitas yang 
mengancam Papua Tanah Damai. Sebagai akibatnya, kehadiran mereka telah menimbulkan 
perlawanan dari sejumlah organisasi massa Islam dan Non-Muslim. Singkatnya, paper ini 
dimaksudkan untuk menjelaskan kehadiran, aktivitas dan pengajaran radikal mereka. Selain 
                                                           
1
Kertas kerja ini awalnya ditulis khusus untuk “Annual International Conference on Islamic Studies 2017, yang 
tidak sempat dihadiri penulis untuk sub temaTransnational Islam and Threat of radicalism. Kajian ini adalah 
studi awal untuk menunjang disertasi penulis yang berjudul “Islam Transnasional di Papua: Studi Hizbut Tahrir 
Indonesia”.  
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itu, ketegangan dengan ormas Islam, khususnya Nahdhatul Ulama (NU), dan non-Muslims, 
dan juga dampak terhadap perdamaian dan toleransi beragama di Kota Jayapura, kota utama, 
di Papua. 
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A. Pendahuluan  
Seorang takmir dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Masjid Raya Baiturrahim 
Kota Jayapura telah mengisahkan kepada penulis bahwa beberapa uztad Salafy-Wahaby telah 
mengisi kekosongan pengajian di masjid tersebut. Murungnya, ajaran Islam yang diajarkan 
lebih banyak melahirkan pertentangan antara sesama umat Islam. Karena kerap membahas 
persoalan bidh’ah dan penyesatan kelompok Islam yang lain, pihak DKM akhirnya 
“mengusir” mereka. Kisah yang lain adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) wilayah Papua 
yang giat melaksanakan berbagai kegiatan anti demokrasi, termasuk menyebarkan bulletin 
Al-Islam dengan promosi khilafah dan menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 
Sesungguhnya dua kisah di atas memiriskan hati dan nyaris tidak pernah didiskusikan 
publik. Lebih jauh, kisah di atas menunjukkan fenomena kehadiran gerakan Islam 
transnasional di Tanah Papua telah memicu ketegangan dengan non-Muslim dan ormas 
Islam, khususnya di Kota Jayapura. Hal ini perlu dikaji serius, oleh karena masih minim 
kajian tentang hal tersebut. Karenanya, paper ini akan menguji dan memproblematisasi 
gerakan Islam transnasional di Papua dengan mengambil studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) dan Salafy a la Jafar Umar Thalib, yang diawali dengan mengkaji istilah Islam 
Transnasional dan perkembangannya secara ringkas di dunia. 
B. Pembahasan 
1. Diskursus Islam Transnasional: Studi Terdahulu  
Dalam level global, studi dan diskusi tentang kebangkitan agama yang berkaitan 
dengan kekerasan atas nama agama atau terorisme agama, khususnya Islam, telah dikaji 
secara intensif (Lihat misalnya: Esposito,1999: Juergensmeyer, 2008; Antoun and Hegland, 
1987; Kepel, 2004). Menjelang tahun 2001, setelah tragedihitam 11 September 2001 
menyerang Amerika Serikat, studi tentang agama telah menjelma sebagai kajian yang penting 
dalam studi hubungan internasional, yang sekian lama terabaikan (Lihat Snyder, 2011; Ress, 
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2011; Sandler, 2004; Yasmeen, 2005). Misalnya, Yasmeen menyatakan bahwa setelah tragedi 
11 September 2001 di New York dan Pentagon, Amerika Serikat, Bom Bali tahun 2002, Bom 
Madrid tahun 2004 terdapat pengakuan akan pentingnya agama dalam kajian hubungan 
internasional. Dengan kalimat lain, ada kebutuhan untuk memahami peran agama dalam 
“globalizing social reality” (Hayness, 2012).  
Sementara itu, Hayness (2012, h. 2) lebih jauh menyatakan bahwa beberapa pengamat 
mengatakan kebangkitan agama memiliki hubungan dengan apa yang dilakukan aktor-aktor 
transnasional agama seperti al-Qaedadan Lashkar-e-Thoibasebagai organisasi transnational 
jihadis. Dia menambahkan bahwa beberapa actor transnasional agama, seperti Roman 
Catholic Church, al-Qaedadanjaringan Shiadi Timur Tengah penting bagi kajian Islam dan 
juga hubungan Internasional.   
Salah satu buku awal yang cukup baik menjelaskan Islam transnasional adalah buku 
“Transnational Religion & Fading States” (Rudolf and Piscatori, 1997). Dalam kumpulan 
tulisan yang diedit oleh Susanne H Roedolf dan James Piscatori tersebut, seorang kontributor 
yaitu Dale F. Eickelman (1997, p. 27-45) menyebutkan bahwa akselerasi transnasionalisme 
agama, khususnya Islam, telah lama menjadi bagian dari Timur Tengah dan dan dunia 
Muslim, yang diakibatkan oleh bentuk-bentuk travel dan komunikasi modern yang 
berkembang pesat. Secara khusus, sebagiannya muncul karena menyahuti perkembangan 
ideologi dan politik Eropa pada abad ke-19, dengan mana sebuah gerakan “pan-Islam” telah 
terbit di akhir abad ke-19 dan terus bersalin rupa dan bentuk hingga sekarang. Kemunculan 
Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbullah di Lebanon adalah sejumlah gerakan yang lahir pada 
masa itu. Secara singkat, berbagai gerakan Islam tersebut menghadapi dilema sekuritas, 
dengan mana rejim-rejim berkuasa memandang kehadiran gerakan tersebut menjadi ancaman 
bagi legitimasi pemerintahan mereka. Menurut penulis, gerakan Islam lintas negara ini akan 
tetap eksis selama rejim yang berkuasa dipandang gagal dalam mengelola negara.  
Dalam nada yang sama, Peter Mandaville (2011) dalam buku Transnational Muslim 
Politics menyatakan bahwa “Pan-Islam” adalah sebuah bentuk diskursus anti kolonialisme 
yang telah diajukan di India oleh para penulis seperti Shah Waliullah (1703-62), namun tidak 
menjadi ideologi politik di wilayah itu sampai kemudian hari. Singkatnya, karakater dari 
gagasan Pan-Islam secara karakter adalah anti kolonial, yang menuntut Muslim untuk 
menempatkan loyalitas mereka melampaui negara-bangsa, mengambil bentuk sebagai 
kesatuan kolektif yang lebih besar, yaitu umma (umat). Akibatnya, realitas politik dari 
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sejumlah negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar menimbulkan ketegangan yang 
tak terhindarkan antara harapan-harapan agama dan negara. Sama halnya, Mohammed Ayoub 
(2008) menyatakan bahwa Islam transnasional dalam bentuknya yang modern  bukanlah 
sebuah fenomena baru, “ It has a hoary tradition going back  at least to the second half of the 
nineteenth century”. Intinya, gerakan Islam transnasional bukanlah fenomena baru tetapi 
sudah hadir dalam konteks penjajahan abad ke-19. Belakangan, sebagai respon terhadap 
pemerintahan yang dipandang tiran atau lalim yang tidak becus mengurus negara. 
Untuk tingkat Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Malaysia, sudah terbit 
beberapa publikasi tentang Islam transnasional Islam, yang mengkaji Hizbut Tahrir, Salafy 
dan Jemaah Tabligh serta organisasi-organisasi yang memiliki jaringan internasional (Liow, 
2011;Osman, 2010). Di Indonesia, diskursus Islam transnational baru terbit pada akhir 1970-
an. Istilah Islam transnasional menemukan momentumnya ketika ada upaya aktif 
mempromosikan khilafah dan anti demokrasi oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Menurut 
Hilmy (2011), adalah tidak jelas siapa yang pertama kali menggunakan dan mempromosikan 
istilah itu di Indonesia.  
Beberapa tokoh umat Islam di tanah air, seperti Ahmad Syafi’i Ma’aarif, mantan 
ketua Muhammadiyah, dan Hasyim Muzadi, mantan ketua Nahdhatul Ulama telah 
menggunakan istilah ini  dalam pidato dan tulisan mereka. Nama yang terakhir disebut sangat 
gencar menggunakan istilah ini dan sebagian memandang beliau yang mempopulerkan istilah 
ini. Misalnya, Muzadi (2007) mengklaim bahwa Islam transnasional telah hadir sebagai 
negasi  bagi Nahdhatul Ulama, ormas Islam terbesar, dengan mempromosikan ide-ide radikal 
Islam dengan menantang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hendak menggantikannya 
dengan khilafah. Selain itu, satu buku kontroversial yang berjudul Ilusi Negara Islam yang 
sudah diedit oleh Wahid (2009) telah membuat istilah itu semakin populer. Buku tersebut 
mengekplor infiltrasi salafy-wahabydan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang secara 
ideologis berasal dari Ikhwanul Muslimin, ke masjid, sekolah, universitas dan rumah sakit 
milik Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan, masjid perkantoran di Jakarta juga 
tidak luput dari infiltrasi gerakan Islam transnasional (Al-Makassary, 2014)  
Hingga saat ini untuk konteks Indonesia, beberapa buku, termasuk tulisan atau paper, 
dari sarjana dan intelektual Barat dan Indonesia tentang Islam transnasional sudah 
terbit.Umumnya membahas tentang gerakan HTI dan Jemaah Tabligh. Sebagian juga 
membahas Jaringan Tarbiyah, yang melahirkan PKS. Secara khusus, terdapat beberapa studi 
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yang terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Salafy, khususnya Jafar Umar Thalib 
(Lihat Hasan, Hilmy, dll).Misalnya, Noorhaidi Hasan sedikit banyak telah mengulas gerakan 
Islam transnasional di Indonesia. Misalnya, Hasan dalam satu tulisannya tentang Salafism in 
Indonesia: Transnational Islam, Violent Activism, and Cultural Resistance telah membahas 
secara adekuat mengenai perkembangan salafisme di Indonesia. Di ujung papernya dia 
menyebutkan bahwa telah terbit perlawanan sosial terhadap Salafisme yang menghambat 
perkembangan mereka. Akibatnya, salah satu pentolan Salafy Indonesia, Ja’far Umar Thalib, 
mencari medan jihad baru di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura sebelum beroperasi 
di Kabupaten Keerom. Di tulisannya tersebut, Hasan menyisakan ruang kosong tentang 
perkembangan dan dinamika kehadiran JUT di Tanah Papua.  
Sejauh ini, belum banyak studi yang sudah mengkaji Islam transnasional di Papua. 
Beberapa studi awal tentang itu lebih pada gambaran awal dari pada kajian utuh tentang 
gerakan Islam transnasional tersebut (Al-Makassary, 2010).Karenanya, tulisan ini hendak 
mengisi kekosongan ilmiah itu dengan menuliskan gerakan Islam transnasional di Kota 
Jayapura, khususnya kiprah Jafar Umar Thalib (selanjutnya disingkat JUT) dan Hizbut Tahrir 
Indonesia wilayah Papua. 
2. Islam Transnasional di Papua  
Secara umum, kehadiran gerakan Islam transnasional di Tanah Papua bisa 
diklasifikasi ke dalam dua gelombang.Gelombang Tahap Pertama, anggota dan simpatisan 
kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Jemaah Tabligh, dan Salafy Wahaby ke 
Papua yang tujuan utamanya untuk memperbaiki peruntungan hidup, terutama setelah era 
reformasi bergulir. Pada tahap ini mereka lebih sebagai personal dan belum menjadi sebuah 
gerakan dengan organisasi yang sudah terbentuk.Secara khusus, era ini ditandai dengan 
masuknya sisa anggota Laskar Jihad ke Papua setelah mereka tidak lagi bisa beroperasi di 
Ambon (Hasan, 2006). Sebagian sisa laskar ketika itu memilih menetap di kota Ambon dan 
kawin mawin di sana. Sebagian lagi kembali ke kota asalnya yang kebanyakan dari Jawa, dan 
sebagian memutuskan berhijrah ke Papua yang menyebar di beberapa kota di antaranya 
Manokwari, Kaimana, Sorong, Jayapura dan tempat lain. Dampak buruk dari eksodus mereka 
ke Papua, yaitu tahun 2006 telah terjadi konflik skala kecil di Manokwari dan Kaimana yang 
salah satu penyebabnya adalah kehadiran sisa para veteran laskar jihad (ICG, 2008). Selain 
itu, kehadiran mereka telah menerbitkan prasangka dan kecurigaan yang akut antara Muslim 
dan non-Muslim. Berbagai kejadian seperti insiden Tolikara (2015), penolakan pembangunan 
masjid di Wamena dan Manokwari, penolakan pembangunan bank-bank syariah dll, untuk 
Ridwan, Islam Transnasional dan Ancaman Radikalisme di Kota Jayapura  338 
 
ISSN 2614-770X  Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 1. Juni 2019. 
beberapa derajat, diakibatkan kehadiran dan aktivitas dakwah mereka yang cenderung 
radikal.Oleh karena keterbatasan ruang, maka tulisan berikut hanya mengkaji dua gerakan 
Islam transnasional, yaitu kasus Jafar Umar Thalib (JUT) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
Cabang Papua yang cukup menyita peratian public beberapa tahun terakhir.   
 
3. Drama Jihad: Kasus Jafar Umar Thalib 
Kehadiran JUT dan santrinya ini setelah insiden Tolikara dapat dikategorikan sebagai 
Gelombang Tahap Kedua. Pada saat insiden Tolikara terjadi tanggal 17 Juli 2015, JUT telah 
mengeluarkan maklumat Jihad Fisabilillah ke Papua pada 20 Juli 2015. Isinya tegas, yaitu 
perang terhadap kelompok yang menyerang umat Islam. Dalam maklumat yang sama, JUT 
juga jelas menyebut Pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan yang kafir. Meski maklumat 
tersebut telah dikeluarkan, namun hingga kini di Papua tidak terlihat adanya tindak lanjut 
sebagai respon keras atas peristiwa Tolikara tersebut (Al-Makassary, 2016). 
Satu alasan kehadiran JUT di Tanah Papua adalah Insiden Tolikara 17 Juli 2015. 
Sebagaimana disebut di atas, JUT telah mengumandangkan maklumat Jihad Fisabillillah. 
Fakta di atas tampaknya sengaja ditutupi oleh JUT pada pertemuan dengan tim bentukan 
walikota Jayapura, yang menemui JUT di rumah kontrakannya. JUT tegas menyatakan 
bahwa kehadirannya di Tanah Papua adalah untuk berdakwah. Dia tidak menyinggung sama 
sekali insiden Tolikara dan maklumat jihadnya.Pada pertemuan tersebut, dia menuturkan 
bahwa dia telah mengisi sejumlah pengajian di Kota Jayapura dan sekitarnya.Tim yang 
diketuai Thoha Al-Hamid menyampaikan bahwa dakwah yang cenderung radikal tidak cocok 
untuk Papua yang plural. Juga, tim menyampaikan bahwa pesantren sudah cukup banyak di 
Tanah Papua dan model pesantren dengan ajaran Islam yang cenderung radikal hanya 
mengancam kerukunan dan perdamaian di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura.  
Pada 9 Desember 2015, di saat umat Kristen di Papua tengah berada dalam minggu 
pertama Advent, tiba-tiba sebuah berita mengejutkan datang dari Koya Barat, Kota Jayapura. 
Telah terjadi perselihan antara dua pemuda di daerah yang berbatasan dengan negara Papua 
New Guinea (PNG) dan Kabupaten Keerom tersebut. Disebutkan bahwa seorang pemuda 
Islam yang hendak melaksanakan sembahyang merasa terganggu dengan lagu-lagu rohani 
yang diputar dari pondok Natal. Perkelahian akhirnya tidak dapat dihindari. Beruntung aparat 
keamanan dengan sigap menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus memperpanjang 
persoalan. Belakangan diketahui bahwa pemuda Islam yang terlibat dalam perkelahian 
tersebut adalah salah satu santri JUT yang berada di Koya Barat, Kota Jayapura. 
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Dalam seminar yang dihelat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota 
Jayapura tentang “Mencegah Radikalisme Agama di Kota Jayapura” di Hotel Sahid Papua, 
Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menyatakan bahwa dari informasi yang dia peroleh 
“ada pelarangan orang putar lagu Natal, Khotbah untuk Natal 25/26, orang Kristen disebut 
orang kafir”. Walikota bertindak cepat. Tidak berselang lama setelah seminar, beliau 
memprakarsai rapat di kantor Walikota Jayapura, 21 Desember 2016. Rapat secara tegas 
merekomendasikan pemulangan kelompok tersebut dengan mempertimbangkan rekam jejak 
Ja’far Umar Thalib (JUT), yang pernah memimpin perang melawan Kristen di Konflik 
Ambon pada awal tahun 2000-an. Selain itu, kelompok ini telah ditolak keberadaannya di 
Ambon, dan juga kehadirannya akan membangun pesantren dengan mengajarkan ajaran 
agama Islam yang cenderung radikal, berpotensi menimbulkan ketegangan dan gesekan 
dengan warga non-Muslim, demikian hemat sebagian besar peserta. Satu poin penting lainnya 
adalah pihak Kristen yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Sekota (PGGS) 
Jayapura juga resah dan siap untuk “mengusir” JUT jika diperlukan. 
Setelah itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua telah memfasilitasi sebuah 
pertemuan antara Ormas Islam di Papua dengan JUT dan kelompoknya. Pertemuan yang 
dilaksanakan pada 27 Desember 2015 ini dihadiri sejumlah tokoh dan Ormas Islam di Papua 
dan juga JUT bersama sekitar ± 10 orang pengikutnya.Dalam pertemuan tersebut, JUT 
diminta klarifikasinya atas kehadirannya di Papua serta kejadian yang melibatkan santri JUT 
dengan seorang pemuda di Koya Barat pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam paparannya, JUT 
mengatakan bahwa kehadirannya di Papua adalah untuk berdakwah dengan mendirikan 
Pesantren di Papua. Lokasi pembangunan Pesantrennya telah ditetapkan, yakni di Arso 14, 
Kabupaten Keerom. Dalam beberapa tulisannya, JUT meyakini bahwa umat Islam di Papua 
masih jahil/bodoh akan syariat Allah SWT, dan jauh dari ilmu agama Islam. Karena itu dia 
merasa terpanggil untuk melakukan dakwah di Papua dengan mendirikan Pesantren dan 
mengirim sejumlah Da’i di berbagai daerah pedalaman di Papua. Terkait dengan perselisihan 
yang terjadi di Koya Barat, JUT menyebutkan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman dari 
anak-anak muda saja. Menurutnya, santrinya telah berusaha untuk menegur pemuda di 
pondok Natal untuk mengecilkan volume lagu, namun hal tersebut tidak diindahkan. Inilah 
yang membuat perkelahian tersebut tidak bisa dihindarkan. 
Berbagai reaksi muncul dari tokoh dan Ormas Islam di Papua atas pernyataan JUT ini. 
Salah seorang tokoh pemuda Islam dengan gemetar menyampaikan protes kerasnya atas 
kehadiran JUT di Papua. Dia menyampaikan bahwa kehadiran JUT di Papua hanya akan 
menghadirkan keresahan di kalangan umat beragama di Papua. Bukan saja dari umat Kristen 
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di Papua, bahkan dari kalangan umat Islam di Papua sendiri menjadi resah karena 
kehadirannya. Fadhal Alhamid, pemuda tersebut, menyebutkan bahwa upaya menjaga 
perdamaian di Papua akan semakin berat jika JUT dibiarkan berada di Papua. 
Seorang pemuda Islam Papua menceritakan kenyataan hidup masyarakatnya di Kp. 
Walesi, Wamena. Menurutnya, Kristen (juga Katholik) dan Islam di Papua masih tinggal 
dalam satu honai yang sama. Beberapa pandangan lain masih disampaikan oleh sejumlah 
tokoh agama Islam di Papua yang intinya bahwa mereka tidak ingin komunikasi antar umat 
dan hubungan kekeluargaan di Papua menjadi buruk karena kehadiran JUT di Papua. Tidak 
ada satupun tokoh dan Ormas Islam di Papua yang hadir dalam pertemuan tersebut 
menghendaki keberadaan JUT di Papua. Semua tokoh dan Ormas Islam memiliki satu 
pandangan yang sama, yaitu menolak keberadaan Ja’far Umar Thalib bersama kelompoknya 
di Papua, yang tertuang dalam sebuah rekomendasi. 
Rekomendasi MUI itu, sejatinya, sudah merupakan bentuk penolakan masyarakat 
Muslim di Papua akan kehadiran JUT dan santrinya untuk membangun pesantren, dan dengan 
sadar segera menyatakan ke publik bahwa dia dan santrinya akan balik sesegera mungkin, 
atau akan tinggal tetapi tidak akan membangun pesantren dan tidak akan merusak hubungan 
antara agama yang sudah terjalin baik secara relatif.  
Meskipun mendapatkan penolakan, pergerakan JUT semakin meluas dengan rencana 
pembangunan pondok pesantren di Arso 14, Kab. Keerom seluas 26,5 H yang 
pembangunannya diawasi secara langsung oleh Amir Thalib (Anak Ja’far Umar Thalib) serta 
dibantu oleh beberapa santri lain. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi negatif 
serta penolakan atas kehadiran JUT baik dari ormas Islam maupun masyarakat Nasrani di 
Prov. Papua. Adanya berbagai aksi penolakan serta konflik yang ditimbulkan oleh santri JUT 
dengan masyarakat asli Papua berpotensi menimbulkan konflik baru yang bernuansa SARA di 
Provinsi Papua, Sehingga Pemerintah Daerah bersama unsur Forkopimda Provinsi Papua 
perlu meningkatkan upaya dan langkah-langkah guna meminimalisir adanya resistensi yang 
mungkin timbul akibat permasalahan tersebut.  
Setelah mendapatkan penolakan untuk menyebarkan ajarannya, JUT dan santri-
santrinya sedang membangun pesantrennya. Selain itu, berdasarkan sejumlah observasi dan 
informasi yang penulis terima, JUT masih aktif melakukan kegiatan dakwahnya terutama di 
masjid Al-Muhajirun dan masjid Enrekang di Koya, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.Selain 
itu, tampaknya ada kerjasama antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan JUT, di luar 
kepentingan kedua entitas yang berbeda, dalam melaksanakan pengajian. Mislanya, pada 11 
Juni 2017 pukul 13.00 WIT di Masjid Al Muhajirin, Koya Barat, HTI Prov. Papua 
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menyelenggarakan acara Peringatan Nuzullul Quran 17 Ramadhan 1438 H/ 2017 M dengan 
tema “Dengan Hikmah Nuzulul Quran Kita Tumbuhkan Semangat Membaca Alquran dengan 
Jada'bur menuju Kehidupan yang Qurani” yang dihadiri oleh JUT. Dalam kesempatan 
tersebut, JUT menyampaikan beberapa hal antara lain: sejarah tentang turunnya Alquran 
kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadhan; Ajakan untuk memperbanyak 
membaca alquran dan mempelajari kajian kajian yang ada di dalam alquran. Ceramah 
normatif semacam ini tidak ada masalah. Tapi, JUT tidak hanya berbicara hal normative di 
pertemuan itu. 
Lebih jauh, dalam ceramah tersebut terdapat beberapa pernyataan cenderung 
kontroversial dari JUT di luar tema tentang Nuzul Quran, yaitu:  Agama dan ajaran yang 
benar adalah apa yang saat ini mereka yakini dan jalani. Diluar dari agama dan ajaran tersebut 
dapat dikatakan sebagai kafir; suatu ibadah harus dijalankan secara bersama-sama atau 
berjamaah. Jika ibadah tersebut dilaksanakan secara sendiri-sendiri maka hal tsb tidak akan 
memberikan manfaat;Umat muslim dilarang untuk melakukan kontak seperti memboncengi 
motor atau mengobrol secara berduaan dengan perempuan dewasa yang bukan muhrim, oleh 
karena hal tersebut adalah haram; Umat muslim dilarang untuk mencintai dan memperlakukan 
keluarga secara berlebihan, karena pada dasarnya umat Muslim hanya atau harus fokus untuk 
mencintai Allah SWT seutuhnya. Menurut penulis, sebagian ajaran yang disampaikan jika 
diwacanakan secara terbuka akan mengundang pertentangan tidak hanya di antara umat Islam, 
namun juga kepada non Muslim yang merupakan mayoritas di Tanah Papua. 
4. Drama Khilafah: Kasus HTI Papua 
Belum lama ini, publik dikejutkan dengan beberapa Muslimah Hizbut Tharir 
Indonesia (HTI) sedang berfoto ria sembari mengibarkan panji kebesaran nabi Muhammad 
saw di Bukit Teletubbies, satu tempat wisata di Jayapura. Selain itu, HTI secara diam-diam 
melaksanakan diskusi khilafah di auditorium RRI Papua (9 April 2017).Memang, setelah 
hiruk pikuk pilkada DKI Jakarta dengan merajalelanya konflik identitas, maka peristiwa ini 
telah memanaskan situasi di kota Jayapura, terutama fenomena HTI yang semakin gencar 
mempromosikan “Negara Khilafah” di seluruh Indonesia. Pelbagai respon, di antaranya 
penolakan terhadap HTI dari Nahdhatul Ulama (NU) dan gerakan Anshor merebak di banyak 
tempat, termasuk di Papua. Selain itu, umat Kristen meradang pula karena pergerakan HTI di 
Papua.  
Tilikan historis mewartakan bahwa Hizbut Tahrir (HT) berdiri pada tahun 1953 di 
kota Yerusalem, Palestina. Pendirinya adalah mantan seorang hakim yang bernama 
Taqiyuddin An-Nabhani. Karena kecewa terhadap negara-negara Arab akibat pencaplokan 
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Palestina oleh Israel pada tahun 1948, maka An-Nabhani mempromosikan “Negara Khilafah”. 
Tujuan utamanya adalah menggabungkan seluruh umat Islam di dunia dalam satu 
pemerintahan khilafah global. Dalam gagasan dan praktiknya, HT menolak konsep demokrasi 
dan menyebut pemerintahan bukan Islam sebagai thaghut. HT sangat aktif menggelar 
sosialisasi melalui seminar dan dialog untuk menyebarluaskan pengaruhnya. 
Ditelusuri lebih jauh, kenyataannya, banyak negara di Timur Tengah, seperti Mesir, 
Yordania, Turki, dll, telah melarang beroperasinya HT, termasuk di negara kelahirannya, 
Palestina. Secara logika, kompleksitas masalah modern dengan hadirnya banyak negara yang 
secara umum menganut demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah membuat ide 
khilafah ini adalah sesuatu yang utopis. Ibaratnya HT ingin memutar ulang bandul sejarah, 
yang mustahil dilakukan. Selain itu, sepeninggal Nabi tidak ada satu format bernegara yang 
definitif menurut Islam, oleh karena Islam tidak menyebut secara eksplisit konsep bernegara. 
Yang ditekankan Islam dalam bernegara adalah menegakkan prinsip keadilan, persamaan dan 
toleransi. Konsep ideal Negara Madinah Nabi, menurut An-Abdullahi Ahmed Naim (2000), 
adalah fenomena unik yang berakhir setelah kematiannya. Pun, sejarah khilafah rasyidah dan 
pertumbuhan pelbagai daulah dalam Islam hingga tergulungnya khilafah Turki Utsmani awal 
1920-an tidak monolitik, dan karenanya membuktikan tidak ada patokan tunggal sistem 
bernegara dalam Islam.    
Sejarah awal HTI di Papua bermula dengan kehadiran pendatang dari Jawa dan 
Makassar pada awal tahun 2000an yang bertujuan mencari peruntungan hidup yang lebih 
baik. Mereka yang hijrah ke Papua sebagiannya sudah terpapar ideologi HTI di pusat 
pergerakannya yang militan berlokasi di Jawa dan Makassar. Jayapura sebagai destinasi 
favorit pendatang diramaikan dengan kehadiran pencari kerja dengan membawa serta 
berbagai aliran pemikiran Islam transnasional, termasuk HTI. Seolah mengulangi motto Glory 
(kejayaan), Golden (emas) dan Gospel (Injil) penjajah mendatangi beberapa wilayah 
Indonesia Timur, para pendatang ini membawa “gospel” mereka, yaitu pemahaman dan ajaran 
Islam yang cenderung radikal dan tidak cocok dengan kondisi Papua yang plural. Saat ini 
jumlah anggota dan simpatisannya kemungkinan sudah mencapai ribuan, oleh karena pada 
2007 saja sudah terdapat 300 anggota HTI. 
HTI di Papua, bermula dari gerakan kecil yang giat mencari massa melalui masjid dan 
kampus, HTI kemudian berdentum menjadi organisasi massa dengan banyak pengikut dari 
berbagai kalangan dan profesi.Kampus menjadi satu arena yang sedang digarap serius oleh 
HTI. Semetara basis massanya lebih banyak berasal dari mahasiswa umum dan kalangan 
Muslim kebanyakan yang minim pengetahuan agama memadai, yang ketika sudah terpapar 
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ideology HTI kemudian mereka berupaya merekrut simpatisan lain dari berbagai 
kalanganSejauh ini beberapa kampus utama di kota Jayapura telah terinfiltrasi gerakan HTI. 
Dengan kata lain, beberapa dosen dan mahasiswa telah terpapar idelogi HTI. Perkembangan 
ini sepertinya masih terus bergerak dalam senyap.   
Perkembangan di Tanah Papua semakin hari semakin memprihatinkan. Di Sorong 
penulis dengar sudah ada kantor HTI yang cukup megah. Selain itu, di kota Jayapura adalah 
hal tidak mengherankan pelbagai spanduk dan poster khilafah demikian gampang ditemukan 
di papan pengumuman masjid, kaca mobil dan tempat publik. Bahkan, penulis pernah 
mengobservasi suatu acara sosialisasi HTI dilakukan di sebuah masjid yang didirikan oleh 
tentara dan juga khutbah Jumat yang mengumandangkan khilafah. Aneh bin ajaib. Ini 
mengartikan bahwa inflitrasi gerakan HTI ke masjid gencar dilakukan secara senyap. Selain 
itu, buletin Jumat Al-Islam saban minggu mempropagandakan khilafah.  
Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan gerakan ini adalah membangun tegaknya 
negara khilafah atau negara Islam. Karenanya, gerakan ini hendak menggantikan tatanan 
negara-bangsa, dalam hal ini adalah Pancasila dan UUD 1945. Memang, dalam melaksanakan 
demonstrasi HTI menekuni pendekatan nir kekerasan dengan mengusung Negara Khilafah. 
Namun, substansi gerakannya adalah “makar” karena hendak mengganti dasar Negara 
Pancasila.  
Kehadiran Islam transnasional mendapatkan resistensi sosial dari berbagai kalangan. 
Ormas Islam seperti NU dan Gerakan Anshor sebagai pionir yang bangkit membendung 
gerakan HTI. Dalam hal ini, ormas-ormas lain semisal Muhammadiyah mesti terlibat dalam 
keberpihakan kepada NKRI. Selain itu, kementrian Agama dan badan Kesbang Pol dan 
Linmas juga menyuarakan wawasan kebangsaan untuk meredam promosi Negara Khilafah.  
Sebagai tambahan, beberapa pihak pengelola masjid sudah membatasi ruang gerak dai 
berhaluan HTI.  Beberapa kampus juga mencermati civitas akademika yang terlibat HTI. Last 
but not least, FKUB Papua dan jajarannya  jugabersatu padu melahirkan sinergi untuk 
memerangi perkembangan HTI.  
Wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah cukup lama disuarakan 
pihak Islam moderat, terutama Nahdhatul Ulama (NU) dan organisasi turunannya seperti 
Banser NU dan Gerakan Pemuda Anshor. Perkembangan terkini menunjukkan benturan 
antara pendukung HTI dan NU dipelbagai tempat di tanah air, termasuk penolakan ormas NU 
Papua dan organisasi seperti GP Anshor di kota Jayapura. Selain itu Gubernur Papua, Lukas 
Enembe telah melarang beroperasinya HTI di tanah Papua.   
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Dalam level nasional, tuntutan dan desakan pembubaran HTI yang berlarut-larut 
tampaknya menemui titik terang. Pada Senin, 8 Mei 2017, Menkoplhulkam Wiranto 
menegaskan akanmelakukan pembubaran HTI melalui proses hukum. Alasan utamanya 
adalah HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif  untuk mengambil bagian  dalam 
proses  pembangunan guna mencapai tujuan  nasional: terindikasi kuat telah bertentangan 
dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, seagaimana diatur dalam  UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas; kegiatan 
yang dilakukan nyata-nyata teah menimbulkan  benturan di masyarakat yang dapat 
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan RI.  
Pihak HTI menolak tegas rencana pembubaran organisasinya. Melalui rilis Ismail 
Yusanto mengungkapkan beberapa alasan-alasan sebagai berikut, yang dirangkum oleh 
penulis: HTI adalah organisasi berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan nomor AHU-
0000258.60.80. 2014 tertanggal 2 Juli 2014. Selain itu, lebih dari 20 tahun HTI telah 
melaksanakan dakwah secara tertib, santun dan damai. HTI juga hanya menyampikan ajaran 
Islam dan memberikan kontribusi penting bagi SDM umat serta merasa berkontribusi 
mengkrtisi perundangan liberal yang bakal merugikan Negara seperti b UU migas, dll. 
Karenanya, HTI meminta pemerintah menghentikan rencana pembubaran tersebut. Lebih 
jauh, seorang aktivis HTI yang berkomunikasi dengan penulis tentang rencana pembubaran 
organisasi HTI menyatakan bahwa anggota dan simpatisan HTI satu sikap dengan pernyataan 
jubir HTI di Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan moral dari ketua MUI 
Papua tentang HTI. Juga beberapa poling yang menyatakan dukungan publik terhadap HTI 
lebih tinggi ketimbang rencana pembubarannya.  
Terdapat sejumlah kompleksitas yang menunjukkan bahwa pernyataan pembubaran 
secara politik tersebut tidak serta merta membubarkan HTI secara hukum, oleh karena ia telah 
mengantongi ijin online dari Kemenkumham. Hal terakhir ini juga bukti ketidakcermatan 
pemerintah ketika memverifikasi HTI secara online, selain manipulasi visi dan misi HTI yang 
seolah selaras dengan Pancasila. Namun, ia sama sekali tidak terdaftar di Kemendagri RI. 
Bahkan, pihak Kesbangpol dan Linmas kota Jayapura dan Papua menyatakan HTI tidak 
terdaftar di tingkat kota dan provinsi. Dalam beberapa tayangan media, sejumlah pentolan 
HTI malah mengancam dan mengecam upaya pembubaran secara hukum yang akan 
dilakukan oleh pemerintah. Lebih jauh, ratusan pengacaranya siap menggagalkan upaya 
pembubaran secara hukum tersebut.  
Terhadap upaya pembubaran tersebut, NU wilayah Papua dan Kemenag Wilayah 
Papua telah menggelar sebuah seminar tentang pembubaran HTI pada Kamis 18 Mei 2017, 
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yang banyak diliput media massa. Sedikit banyak seminar tersebut mendelegitimasi eksistensi 
HTI secara politik. Acara yang menghadirkan penulis sebagai pembicara, termasuk Kapolda 
Papua dan wakil Kemenag Papua, bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan 
pembubaran HTI secara hukum, dan lebih penting mengungkapkan apa dan bagaimana HTI 
kepada publik luas di Papua. Misalnya, masyarakat sejauh ini tidak banyak mengtahui bahwa 
HTI berkembang pesat di sejumlah negara Islam dan pernah melakukan kudeta di Yordania 
sehingga diusir dan dilarang di negara tersebut. Yang berkembang di pemahaman masyarakat 
sejauh ini adalah HTI oranganisasi nir-kekerasan, padahal organisasi tersebut tekun 
melakukan kekerasan simbolik dan menggerakkan aksi makar oleh karena bertujuan merubah 
dasar negara. 
Meskipun demikian, tampaknya HTI tidak tiarap begitu saja setelah “palu godam” 
pembubaran oleh pemerintah RI, sebagaimana disebut di atas. Ibarat petinju, HTI sempat 
sempoyongan, namun masih bisa bertahan dan bahkan saat ini tampaknya tetap beroperasi 
dalam senyap. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih gencarnya bulletin Al-Islam yang 
berseliweran di masjid-masjid kota Jayapura. Sebagai jamaah masjid Al-Askar Bucend II, 
saya masih melihat tumpukan buletin tersebut di pelataran masjid. Juga saya dapat info bahwa 
masjid di Perumnas Waena juga masih banyak menyebarkan buletin tersebut. Apakah buletin 
ini ditaruh begitu saja atau memang diminta oleh pihak takmir masjid akan diteliti lebih jauh. 
Tetapi, poin yang penulis ingin katakan bahwa HTI tetap eksis dan setia menyasar Jemaah 
masjid, yang sebagian besar juga masih haus akan pengetahuan ke Islaman.   
Karenanya, pembubaran HTI di Papua juga tersandera beberapa kompleksitas. 
Pertama,  masalah pembubaran secara hukum tidak akan bisa berlangsung secara cepat, oleh 
karena terdapat aturan yang mesti dipenuhi untuk pembubarannya, misalnya surat peringatan 
hingga gelar perkara di persidangan. Jika merujuk pada Pasal 61 UU No 17 Tahun 2013 
terdapat sejumlah tahapan untuk membubarkan ormas yang sudah berbadan humum. 
Karenanya, Pemerintah RI tampaknya ingin melakukan percepatan pembubaran dengan 
menggunakan Perppu atau Keppres sebagai opsi selain jalur pengadilan. Namun, hal ini masih 
kita tunggu perkembangannya, karena opsi ini juga merebakkan kontroversi.  
Kompleksitas selanjutnya adalah infiltrasi atau paparan ideologi HTI telah merambah 
dan terjadi pada sejumlah kalangan, meliputi para muballigh, mahasiswa/dosen, pegawai 
negeri sipil dan masayarakat umum sehingga pembubarannya baik secara politik dan hukum 
tidak serta merta menghilangkan ideologi ini karena telah bertengger di benak sebagian 
pengikutnya yang fanatik. Selain itu, mereka akan bergerak di bawah tanah dan mungkin akan 
sulit dideteksi. Juga, jika dapat berkolaborasi dengan oragnisasi lain, mereka ini bisa 
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berfungsi sebagai “sel tidur” ISIS, seperti peristiwa jatuhnya kota Marawi di Pilifina, karena 
didukung “sel tidur” yang mendukung ISIS di kota tersebut. Hal ini dimungkinkan karena 
strategi yang mereka jalankan adalah strategic ambiguity yang saya sebut “pandai berminyak 
air”, di mana mereka bisa “menyesuaikan” diri  agar seolah-olah pandangannya tidak 
berbahaya dan sejalan dengan pemikiran masyarakat kebanyakan. Namun, sewaktu-waktu 




Gerakan Islam transnasional bukanlah fenomena baru. Kehadirannya akan selalu hadir di 
tengah kegagalan negara bangsa, dengan mana acap mereka dipandang sebagai “musuh negara”. 
Aktor Islam transnasional sangat beragam, dari yang menekuni jalan jihadis seperti al-Qaida 
hingga yang mengutamakan kesalehan dan apolitis seperti Jemaah Tabligh. Di Indonesia istilah 
Islam transnasional muncul pada akhir 1970an dan setelahnya banyak kajian yang sudah terbit, 
sebagaimana dijelaskan di atas. Di Papua, kajian tentang Islam transnasional masih minim. 
Berdasarkan bahasan di atas, kehadiran gerakan Islam transnasional di kota Jayapura untuk 
beberapa derajat telah memicu ketegangan baik sesama umat Islam maupun non-Muslim. Secara 
khusus, Salafy model JUT dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) wilayah Papua telah menyulut 
“bara api” ketegangan dengan pihak Kristen dan secara khusus dengan Nahdhatul Ulama Papua. 
Dalam kenyataannya, hingga kini JUT tetap bergeming dengan keinginannya membangun 
pesantren dan tetap mengajarkan ajarannya yang cenderung radikal melalui pengajian di masjid-
masjid yang mengundangnya. Sementara HTI setelah dibubarkan tampaknya akan tetap bergerak 
secara senyap dan di bawah tanah untuk memperjuangkan ide khilafah. 
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